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ABSTRAK 

 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi 

menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi BIPA4 

dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan kedua sistem 

tersebut memiliki perbedaan dalam implementasi, fitur, fungsi, dan efektivitas 

sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui peran masing-masing sistem. 

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIPD dan BIPA4, 

perbedaan fitur dan fungsi, serta efektivitas penggunaannya pada Bidang Akuntansi 

BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

deskriptif dengan teknik analisis komparatif. Data diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Nyata. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam 

pencatatan dan pelaporan keuangan daerah karena terintegrasi secara nasional, 

sedangkan BIPA4 digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari seperti 

pengecekan dan pengolahan data. SIPD lebih efektif dalam mendukung 

penyusunan laporan keuangan, sedangkan BIPA4 lebih efektif dalam mendukung 

kegiatan operasional. Selain itu, SIPD unggul dalam integrasi sistem dan pelaporan, 

sementara BIPA4 unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. 

Kata Kunci: SIPD, BIPA4, analisis komparatif, efektivitas sistem, BPKAD. 
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ABSTRACT 

 

The Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of Banyuwangi 

Regency uses the Regional Government Information System (SIPD) and the BIPA4 

application to support regional financial management. The use of these two systems 

differs in implementation, features, functions, and effectiveness, requiring analysis 

to determine the role of each system. This report aims to analyze the implementation 

of SIPD and BIPA4, the differences in features and functions, and the effectiveness 

of their use in the Accounting Division of the BPKAD of Banyuwangi Regency. 

The method used is descriptive qualitative with comparative analysis techniques. 

Data were obtained through observation, interviews, and documentation during the 

Real Work Practice. The results show that SIPD is used as the primary system for 

recording and reporting regional finances due to its national integration, while 

BIPA4 is used for daily operational activities such as checking and processing data. 

SIPD is more effective in supporting the preparation of financial reports, while 

BIPA4 is more effective in supporting operational activities. Furthermore, SIPD 

excels in system integration and reporting, while BIPA4 excels in flexibility and 

ease of use. 

Keywords: SIPD, BIPA4, comparative analysis, system effectiveness, BPKAD. 
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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilakukan pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten 

Banyuwangi dengan tujuan untuk meganalisis implementasi serta perbandingan 

penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem 

Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting and Asset Application 

(BIPA4) dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus penelitian meliputi 

implementasi sistem, perbedaan fitur dan fungsi, serta tingkat efektivitas dan 

efisiensi penggunaan kedua sistem tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan Praktik Kerja Nyata. Data yang 

diperoleh kemudian di analisis menggunakan Teknik Analisis Komparatif, yaitu 

dengan membandingkan penggunaan SIPD dan BIPA4 berdasarkan aspek 

implementasi, fitur, efektivitas, efisiensi, serta kendala yang dihadapi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD digunakan sebagai sistem utama 

dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah karena memilki keunggulan 

dalam integrasi secara sistem nasional. Namun demikian, sistem BIPA4 masih 

digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional sehari-hari. Dari hasil analisis, 

diketahui bahwa SIPD lebih efektif dalam mendukung dalam menyusun laporan 

keuangan, sedangkan BIPA4 lebih efektif digunakan dalam kegiatan operasional. 

Namun, penggunaan kedua sistem secara bersamaan menyebabkan adanya 

duplikasi pekerjaan, sehingga tingkat efisiensi belum optimal. 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa SIPD dan BIPA4 

memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya optimalisasi penggunaan sistem, peningkatan 

kemampuan pengguna, serta perbaikan sistem agar dapat meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. 
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BAB 1 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari 

(Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014, n.d.) Pasal 391 yang 

dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, 

yang dikelola dalam suatu Sistem Pemeritah Daerah yang digunakan untuk 

mengelola data pembangunan dan keuangan daaerah secara terintegrasi dan 

nasional. SIPD mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berbasis 

teknologi informasi. Penggunaan SIPD dipertegas melalui Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan 

transparasi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kewajiban penggunaan Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam (Permendagri 

No 77 Tahun 2020, n.d.) tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Sebelum diberlakukannya penggunaan SIPD secara penuh, beberapa pemerintah 

daerah telah menggunakan sistem pendukung yang dikembangkan atau digunakan 

secara internal saja, dimana salah satunya pada kantor BPKAD Kabupaten 

Banyuwangi yang menggunakan sistem BIPA4 (Banyuwangi Integrated Planning, 

Accrual, Accounting and Asset Application). Meskipun SIPD telah diwajibkan 

secara nasional, dalam praktiknya sistem BIPA4 masih digunakan secara beriringan 

dengan SIPD. Namun dengan demikian, penggunaan sistem yang berjalan 

bersamaan berpotensi menimbulkan tantangan seperti duplikasi pekerjaan, 

perbedaan format data, dan penyesuaian prosedur kerja. 

Sistem informasi yang efektif dan efisien sangat berpengaruh terhadap 

kelancaran proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Apabila 

sistem berjalan dengan baik, maka pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, 

tepat, dan meminimalkan kesalahan. Sebaliknya, jika belum berjalan secara 
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optimal, dapat mempengaruhi kinerja pegawai, khususnya pada Bidang Akuntansi 

di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. (Lailatur Rohmah, 2020) 

Dilihat dari beberapa kantor lain seperti di BPKAD Kabupaten Jember dan 

Bondowoso yang hanya menggunakan satu sistem dalam pengelolaan laporan  

keuangan daerah, yaitu hanya menggunakan sistem SIPD saja. Perbedaan ini juga 

menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik melakukan Praktik Kerja Nyata 

di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul 

“Perbandingan Penggunaan SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di 

BPKAD Kabupaten Banyuwangi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemilihan judul pada latar belakang, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 

dan aplikasi BIPA4 (Banyuwangi Intregated Planning, Accrual, 

Accounting and Asset Application)  pada Bidang Akuntansi di BPKAD 

Kabupaten Banyuwangi? 

2. Apa perbedaan fitur dan fungsi antara SIPD dan BIPA4 dalam mendukung 

proses pencatatan dan pelaporan keuangan daerah? 

3. Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan kedua sistem tersebut dalam 

mendukung proses akuntansi? 

1.3 Tujuan PKN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan penggunaan SIPD 

dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. 

2. Untuk mengetahui apa saja perbedaan fitur dan fungsi antara SIPD dan 

BIPA4 

3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dari kedua sistem 

tersebut 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi  

Menurut (Dian Pratiwi et al., 2023) Sistem   informasi   akuntansi   (SIA) 

melibatkan   pengumpulan,   penyimpanan,   dan pemrosesan  data  keuangan  dan  

akuntansi  yang digunakan   oleh   pengguna   internal,   seperti manajemen  dan  

akuntan,  untuk  melaporkan informasi kepada pihak eksternal, seperti investor, 

kreditor, dan otoritas pajak. Sistem Informasi merupakan aturan prosedur formal 

yang digunakan dalam mengumpulkan data sampai dengan menghasikan informasi 

serta mendistribusikan nya kepada fihak-fihak yang berkepentingan. (Dr. Lilis 

Puspitawati, 2021) 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, 

menyimpan, dan mengolah data keuangan sehingga menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi tersebut tidak hanya 

digunakan oleh pihak internal seperti manajemen, tetapi juga oleh pihak eksternal 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi. Oleh karena itu, keberadaan 

sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien sangat penting dalam 

mendukung pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam penggunaan sistem 

seperti SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten 

Banyuwangi. 

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi menurut (Saputri et al., 2023) 

1. Transparasi dalam Pengumpulan Data Bisnis 

Fungsi pertama, SIA berfungsi sebagai media atau wadah untuk mengumpulkan 

data dan menyimpan berbagai informaasi berupa data berkaitan dengan bisnis 

perusahaan. Proses tersebut dimulai dari menampung data transaksi sesuai 

dengan dokumen, kemudian mencatat di dalam jurnal sesuai kategorinya. Dan 

terakhir, mengupload pada menu buku besar secara terstruktur. 

2. Sebagai Sistem Pengambilan Keputusan yang Komprehensi Fungsi kedua, 

sistem informasi akuntansi berperan sebagai penyedia laporan keuangan yang 

mana menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Di 
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dalam data tersebut nantinya berisi laporan transaksi pihak perusahaan dan 

juga akan dilakukan proses evaluasi oleh tim manajemen. 

3. Membangun Sistem Pengendalian Internal yang Sistematis 

Terakhir, SIA mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai 

dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Sehingga, laporan ekonomi yang 

dibuat dapat menyesuaikan aturan dan kebijakan yang berlaku untuk 

terciptanya aktivitas bisnis efektif dan efisien. 

SIA mempercepat alur informasi, mengurangi kesalahan, dan 

meningkatkan akurasi data. Tetapi, tanpa  keterampilan  pengguna  yang  

memadai,  manfaatnya  tidak  signifikan. Dengan  sistem  informasi akuntansi,  

kualitas  laporan  keuangan  akan  semakin  baik,  karena  sistem  ini  dapat  

mempercepat  dan menyederhanakan  proses  administrasi  pemerintahan  untuk  

memberikan  pelayanan  yang  optimal kepada  publik.  Temuan  ini  didukung  

oleh  penelitian  Ningsih  dkk.  (2023)  yang  menyatakan  bahwa penerapan sistem 

informasi akuntansi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. (Jauza Hanun RWH et al., 2025). 

 

2.2      Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sebuah sistem yang 

mengelola informasi terkait pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan 

informasi pemerintahan daerah lainnya yang memiliki hubungan, sehingga 

memiliki manfaat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Kemendagri 

2019). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah amanat dari Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391, yang mengharuskan Pemerintah Daerah 

untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah dalam suatu sistem yang 

dikelola secara khusus. Penggunaan SIPD ditegaskan lebih lanjut melalui Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah. Mulai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Tahun Anggaran 2021, SIPD yang dirancang untuk lebih adaptif, responsif, 

dinamis, inovatif, dan akuntabel telah mulai diterapkan oleh pemerintah daerah. 
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Gambar 2. 1 Sub Sistem Informasi Pemerintah Daerah 

Sumber : (Lazuardi et al., 2024) 

 

2.3 Banyuwangi Integrated Planning, Accrual, Accounting And Asset 

Application (BIPA4) 

Sebelum adanya SIPD, BPKAD Kabupaten Banyuwangi telah 

mengembangkan sistem custom yang disebut Banyuwangi Integrated Planning, 

Accrual, Accounting And Asset Application (BIPAFOUR). Sistem ini dirancang 

khusus untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah di Banyuwangi, 

mencakup perencanaan, akuntansi, dan pengelolaan aset. Meskipun SIPD telah 

diadopsi sebagai sistem utama sejak 2021, BIPAFOUR masih digunakan secara 

bersamaan dengan SIPD. Pengoperasian dua sistem secara paralel mengharuskan 

BPKAD untuk menjaga konsistensi dan keakuratan data, serta memastikan bahwa 

kedua sistem dapat berfungsi secara efektif. Integrasi antara BIPAFOUR dan SIPD 

menjadi kebutuhan strategis untuk memaksimalkan manfaat dari kedua sistem, baik 

dari segi peningkatan efisiensi proses maupun transparansi dalam pengelolaan 

keuangan daerah. (Anam et al., 2025) 

2.4 Perbandingan SIPD dengan BIPA4 

 Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai implementasi 

dan evaluasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Dalam penelitian berjudul “Analisis Implementasi Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kota Medan”, (Nasution & M.Si, 2021) menganalisis penerapan 

SIPD yang diimplementasikan di BPKAD Kota Medan. Hasil dari penelitian 
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tersebut menunjukkan bahwa SIPD berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa 

keberhasilan penerapan SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya 

manusia, sehingga diperlukan pendampingan serta pelatihan yang berkelanjutan 

guna meningkatkan efektivitas penggunaan sistem. 

 Disisi lain, penelitian dari (Muhammad Aldhi Taufikurrahman, 2024) yang 

berjudul ”Evaluasi Peralihan Sistem Informasi Akuntansi Platform BIPA4 ke SIPD 

(Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) 

Banyuwangi)” mengkaji proses transisi dari sistem BIPA4 ke SIPD. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa peralihan sistem belum sepenuhnya berjalan 

optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan teknis pada SIPD, khususnya 

pada modul administrasi yang dinilai kurang fleksibel. Di sisi lain, beberapa proses 

keuangan masih memerlukan penggunaan sistem BIPA4 sebagai sistem pendukung 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi dan peralihan sistem informasi akuntansi di lingkungan pemerintah 

daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis sistem 

maupun kesiapan sumber daya manusia. Namun, penelitian sebelumnya lebih 

berfokus pada analisis implementasi dan evaluasi peralihan sistem, sehingga belum 

secara khusus membandingkan efektivitas penggunaan dua sistem secara 

bersamaan. 

 Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan 

penggunaan SIPD dan BIPA4 berdasarkan indikator efektivitas sistem guna 

mengetahui sistem mana yang lebih mendukung kinerja akuntansi di BPKAD 

Kabupaten Banyuwangi. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN  

 

3.1 Objek Penelitian  

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi 

merupakan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah 

dan beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 28, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kab. 

Banyuwangi. BPKAD merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan 

fungsi dalam mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, 

penatausahaan, akuntansi, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKAD memanfaatkan sistem 

informasi akuntansi berbasis teknologi, yaitu SIPD dan BIPA4, sebagai alat bantu 

dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. 

Penelitian ini berfokus pada perbandingan penggunaan kedua sistem 

tersebut dalam mendukung efektivitas kerja pegawai, khususnya dalam aspek 

efektivitas operasional, keakuratan data, kemudahan penggunaan, serta penyusunan 

laporan keuangan. Dengan demikian, objek penelitian tidak hanya terbatas pada 

instansi BPKAD sebagai lembaga, tetapi juga pada sistem informasi yang 

digunakan dalam proses pengelolaan keuangan daerah. 

3.2  Sumber Data  

3.2.1    Data Primer 

Data  primer  adalah  sumber  informasi  utama  yang  dikumpulkan  

secara  langsung  oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari 

sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. 

Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data 

melalui angket (Undari Sulung, 2024). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

melalui wawancara dan observasi kepada pegawai pada Bidang Akuntansi di 

BPKAD Kabupaten Banyuwangi yang terlibat langsung dalam penggunaan Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan BIPA4 yaitu Mbak Anin & Mbak Elmi. 

Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana 

penggunaan kedua sistem tersebut dalam mendukung proses pengelolaan dan 

pelaporan keuangan daerah, termasuk kendala yang dihadapi serta efektivitas 

penggunaannya. 
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3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung 

oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, 

literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain (Undari Sulung, 2024). Data 

sekunder dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi, peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dokumen 

internal BPKAD Kabupaten Banyuwangi yang mendukung penelitian, seperti 

Laporan Keuangan Daerah dari dua sistem yang digunakan. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang relevan mengenai perbandingan penggunaan Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD) dan BIPA4 di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

subjek penelitian proses penggunaan SIPD dan BIPA4 dalam kegiatan 

pengelolaaan dan pelaporan keuangan daerah. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan pegawai 

Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi yang menggunakan SIPD 

dan BIPA4 dalam pelaksanaan tugasnya. Wawancara dilakukan secara 

terstruktur berdasarkan indikator penelitian, seperti efisiensi operasional, 

keakuratan data, kemudahan penggunaan sistem, dan dukungan terhadap 

penggunaan laporan keuangan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen 

yang berkaitan dengan penggunaan SIPD dan BIPA4, seperti Standar 

Operasional Prosedur (SOP), pedoman teknis sistem, laporan keuangan daerah, 

termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dokumentasi ini 
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digunakan untuk mendukung analisis perbandingan kedua sistem dan 

dilakukan selama melakukan praktik kerja nyata. (Dr. Zainuddin Iba, 2023) 

3.4 Teknik Analisis Data  

Penulisan laporan praktik kerja nyata ini menggunakan metode deskriptif 

atau deskripsi komparatif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan  atau  menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek, aktivitas, 

karakteristik, dan hubungan kemudian mencari solusi untuk pemecahan  masalah 

yang dihadapi dalam penelitian. 

Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan 

cara mendeskripsikan karakteristik masing-masing sistem, kemudian 

membandingkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan BIPA4 

berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kemudahan penggunaan, serta kendala 

yang dihadapi. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan 

mengenai sistem yang lebih optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan 

daerah pada BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Penulis melakukan analisis melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dan 

dokumentasi terhadap kegiatan penggunaan SIPD dan BIPA4 pada Bidang 

Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan memfokuskan data hasil 

wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Data yang 

dipilih berkaitan dengan Prosedur penggunaan sistem, Efektivitas sistem 

dalam penyusunan laporan, Efisiensi waktu kerja, Kemudahan penggunaan 

sistem, serta Kendala yang dihadapi oleh user. Data yang tidak berkaitan 

dengan tujuan penelitian akan disisihkan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi selesai, dengan menyusun 

data dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel perbandingan. Penyajian ini 

bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap perbedaan antara 

SIPD dan BIPA4. 
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4. Analisis Komparatif 

Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kedua sistem 

berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Pada tahap ini, peneliti 

mengidentifikasi dan menilai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan 

kedua sistem tersebut dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. 

Hasil perbandingan dianalisis secara objektif berdasarkan data yang telah 

diperoleh dari lapangan selama masa praktik. 

5. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis komparatif yang 

telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian dan memberikan gambaran mengenai sistem yang lebih 

efektif atau memiliki keunggulan tertentu. 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

Praktik Kerja Nyata merupakan mata kuliah terakhir yang wajib ditempuh 

oleh mahasiswa semester 6 dalam program studi D3 Akuntansi Universitas 

Jember. Praktik Kerja Nyata (PKN) ini bertujuan untuk memberikan kesempatan 

bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang telah di dapat semasa 

perkuliahan, mulai dari semester satu hingga semester lima. Dalam hal ini penulis 

melaksanakan kegiatan praktik kerja nyata di Kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi pada Bidang 

Akuntansi. 

4.1.1 Jadwal Pelaksanaan PKN 

Praktik kerja nyata dimulai pada tanggal 02 Februari 2026 dan 

berakhir pada tanggal 24 April 2026 di Kantor BPKAD Banyuwangi. 

Kantor BPKAD menerapkan sistem lima hari kerja, libur di hari Jum’at-

Sabtu, hari besar dan cuti bersama. Pada siang hari terdapat jam istirahat 

yakni selama 1 jam dimulai pukul 12.00-13.00 WIB. 

Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan PKN 

Hari Jam Kerja Hari x Jam Kerja Total 

Senin – Jum’at 08.00 – 12.00 51 hari x 8 jam 408 jam 

 13.00 – 17.00   

 TOTAL  408 jam 

 

4.1.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

Kegiatan praktik kerja nyata yang dilaksanakan di Bidang Akuntansi 

BPKAD Kabupaten Banyuwangi berkaitan langsung dengan penelitian 

perbandingan penggunaan SIPD dan BIPA4 dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Selama pelaksanaan PKN, penulis melakukan observasi terhadap 

proses pencatatan transaksi keuangan daerah serta penyusunan laporan 

keuangan yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang 

berlaku di BPKAD yaitu SIPD dan BIPA4. 
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Selain melakukan observasi, penulis juga mempelajari alur 

penggunaan sistem SIPD dan BIPA4 dalam mendukung proses akuntansi 

pemerintahan daerah, mulai dari input data transaksi, posting jurnal, 

pengecekan laporan keuangan daerah seperti lra, lo dan calk, hingga 

penyusunan laporan keuangan daerah. Selama pelaksanaan praktik kerja 

nyata penulis juga membantu fasilitator skpd BPKAD dalam mencari selisih 

perhitungan antara dua sistem yaitu pada sistem SIPD dan BIPA4. Kegiatan 

penulis selama pelaksanaan praktik kerja nyata di bidang akuntansi 

meliputi: 

1. Melakukan Pengecekan Kesesuaian Laporan Realisasi Anggaran yang 

Dihasilkan Oleh Sistem SIPD dan BIPA4 

Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan 

oleh kedua sistem tersebut sesuai dan dapat digunakan dalam proses 

penyusunan laporan keuangan daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian data, ketepatan pencatatan transaksi, serta 

melihat adanya perbedaan atau ketidaksesuaian informasi keuangan 

yang dihasilkan oleh kedua sistem tersebut.  

2. Melakukan Pengecekan serta Perhitungan Ulang Terhadap Beberapa 

Informasi yang Tercantum dalam CALK 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menelaah data perhitungan dan 

informasi yang terdapat dalam CaLK. Selain itu, dilakukan pula proses 

perhitungan ulang terhadap angka yang disajikan untuk memastikan 

bahwa informasi yang dicantumkan telah sesuai dengan data keuangan 

yang sebenarnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan, 

konsistensi, serta kesesuaian informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan daerah sehingga laporan tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan serta bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah.  

3. Posting Jurnal pada sistem SIPD dengan Mengidentifikasi Selisih Data 

dari BIPA4 

Proses posting jurnal pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(SIPD) dengan terlebih dahulu mengidentifikasi selisih data yang 
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terdapat pada sistem BIPA4. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 

membandingkan data transaksi keuangan yang terdapat pada kedua 

sistem tersebut untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai atau 

ketidaksesuaian pencatatan. Proses ini dilakukan dengan melihat 

laporan realisasi anggaran pada sistem BIPA4 yang kemudian 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengecekan data pada 

sistem SIPD. Apabila ditemukan adanya selisih atau perbedaan nilai 

pada laporan realisasi anggaran, maka dilakukan penyesuaian melalui 

proses posting jurnal pada sistem SIPD. 

4. Rekapitulasi Buku Besar Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOSP 

per SKPD untuk Keperluan Audit 

Melakukan rekapitulasi buku besar Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) berdasarkan 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini 

dilakukan dengan mengumpulkan serta mengelompokkan data transaksi 

keuangan yang tercatat dalam buku besar terkait penggunaan dana DAK 

Nonfisik BOSP. Proses rekapitulasi dilakukan dengan cara memisahkan 

data buku besar berdasarkan SKPD sehingga setiap SKPD memiliki file 

laporan tersendiri. Pemisahan file tersebut bertujuan untuk 

mempermudah proses pemeriksaan serta penelusuran data oleh auditor 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit 

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.   

Tabel 4. 2 Alokasi Kegiatan PKN 

No. 
Kegiatan Praktik 

kerja Nyata 

Minggu Ke Jumlah 

Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengenalan 

Lingkungan Kantor 

dan seksi bidang 

akuntansi                          

6 Jam 

2 Melakukan 

Perhitungan Ulang 

CaLK                         

24 Jam 

3 Menghitung Buku 

Besar DAK Nonfisik                          
40 Jam 

4 Mengumpulkan data 

sekolah SD & SMP 

dari sistem BIPA4 
                        

16 Jam 
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No. 
Kegiatan Praktik 

kerja Nyata 

Minggu Ke Jumlah 

Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

untuk keperluan 

rekonsiliasi bank 

5 Melakukan posting 

jurnal di sistem SIPD                         
16 Jam 

6 Melakukan 

pengecekkan selisih 

data realisasi 

anggaran antara 

sistem SIPD & 

BIPA4 dan data 

rekapitulasi excel                         

40 Jam 

7 Mencocokkan PAD 

dari SIPD & BIPA4 
                        

16 Jam 

8 Menghitung 

Anggaran Belanja 

Pegawai tambahan 

Diluar Penghasilan 

Guru                         

16 Jam 

9 Melakukan arsip 

dokumen bukti 

memorial di gudang                          

8 Jam 

10 Mencari selisih PAD 

per SKPD dari SIPD 

& BIPA4                         

16 Jam 

11 Melakukan 

identifikasi selisih 

realisasi anggaran 

belanja berdasarkan 

data pada sistem 

BIPA4 dan SIPD                         

32 Jam 

12 Melakukan 

pencocokkan data 

saldo bank sekolah 

untuk 

mengidentifikasi 

perbedaan saldo                         

40 Jam 

13 Menginput data 

pembayaran utang                          
24 Jam 

14 Melakukan 

identifikasi dan 

analisis selisih data 

antara SIPD & 

BIPA4                         

98 Jam 
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No. 
Kegiatan Praktik 

kerja Nyata 

Minggu Ke Jumlah 

Jam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 Melakukan 

pengumpulan dan 

pengolahan dokumen 

keuangan daerah 

sebagai data 

pendukung penelitian                         

16 Jam 

  Total 408 jam 

 

4.2 Struktur Organisasi Kegiatan Pokok Objek PKN 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKAD Kab. Banyuwangi 

Sumber: BPKAD Banyuwangi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2016   tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Tugas Pokok 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 

adalah Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada kabupaten. Selain tugas utama BPKAD juga memiliki fungsi 

sebagai berikut: 
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1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengeloaan keuangan dan aset 

daerah 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan 

aset daerah 

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di 

bidang pengeloaan keuangan dan aset daerah 

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah 

5. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 Adapun tugas dari masing-masing bidang yang merujuk pada tugas dan 

fungsi BPKAD Kabupaten Banyuwnagi sebagai berikut: 

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan 

masyarakat dan protokol, penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan 

perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan, pengelolaan 

dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan 

inventaris kantor, pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan 

semua unit organisasi di lingkungan Badan, penyelenggaraan urusan 

ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang 

administrasi dengan perangkat daerah lain dan hubungan masyarakat, 

pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ganti rugi, tindak lanjut Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, 

Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja badan dan surat menyurat, pengkoordinasian 

penyusunan indikator kinerja utama (IKU) badan, pengkoordinasian penyusunan 

indikator kinerja individu (IKI). 

2. Bidang Anggaran memiliki tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan 

kebijakan serta penyusunan anggaran daerah, melakukan penyusunan laporan di 

bidang anggaran daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya, penyusunan rancangan, 

penetapan dan perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan dan 
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pertanggunjawaban, pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran 

SKPD, verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD, 

penyusunan laporan di bidang anggaran daerah, pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan olek Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Pengelolaan Keuangan memiliki tugas dalam membukukan serta 

meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan, melakukan proses dan mekanisme 

pengeluaran, melaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan 

pengeluaran daerah, melaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan 

dan pengeluaran, melakukan pendokumentasian pembukuan dan laporan, 

melaksanaan evaluasi dan analisis terhadap system dan mekanisme pelaksanaan. 

4. Bidang Akuntansi memiliki tugas melaksanakan proses akuntansi keuangan 

daerah, mengidentifikasi, mengukur, mencatat pelaksanaan APBD sebagai 

entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan 

sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD, perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pengendalian 

di bidang akuntansi, melaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), melaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya. 

5. Bidang Aset memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

program pengelolaan asset daerah termasuk inventarisasi, pemanfaatan, 

pemeliharaan, pemeriksaan, penghapusan dan keamanan asset daerah, 

penyusunan rencana pengelolaan aset daerah, Pengumpulan dan pengelolaan 

data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah, pengadministrasian 

aset daerah, pelaksanaan inventarisasi aset daerah, pemeliharaan dan keamanan 

aset daerah yang belum dikelola SKPD, pemeriksaan dan pengawasan aset 

daerah, penghapusan aset daerah, pelaporan barang inventarisasi daerah. 

 

4.3 Landasan Hukum Penggunaan SIPD di BPKAD Kabupaten 

Banyuwangi 

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam 

pengelolaan keuangan daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan 

perundang-undangan. Adapun beberapa landasan hukum penggunaan SIPD di 
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BPKAD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan daerah, yang mengatur bahwa SIPD merupakan 

sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan 

informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi 

pemerintahan lainnya yang terintegrasi secara nasional. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib 

menggunakan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta 

pertanggungjawaban keuangan daerah. SIPD menjadi salah satu sistem yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
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4.4 Analisis Komparatif Sistem SIPD dan BIPA4 

4.4.1 Hasil  Observasi Implementasi sistem SIPD di Bidang Akuntansi 

BPKAD Kabupaten Banyuwagi 

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja 

Nyata pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi, implemetasi 

sistem SIPD telah digunakan sebagai sistem utama dalam mendukung proses 

pencatatan transaksi serta penyusunan laporan keuangan daerah. SIPD 

dimanfaatkan untuk melakukan proses input transaksi keuangan yang berasal dari 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Data transaksi tersebut 

kemudian diinput dan diproses dalam sistem modul akuntansi yang tersedia 

sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah seperti Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, serta Catatan Atas Laporan 

Keuangan. Penggunaan SIPD ini merupakan bentuk penerapan kebijakan 

pemerintah pusat yang mewajbkan pemerintah daerah untuk menggunakan sistem 

informasi yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata, penulis terlibat langsung 

dalam penggunaan SIPD, salah satunya adalah melakukan proses posting jurnal 

transaksi untuk beberapa SKPD dalam sistem. Kegiatan tersebut dilakukan terlebih 

dahulu dengan melakukan pengecekan kesesuaian data transaksi yang terdapat 

dalam sistem SIPD dan BIPA4. 

 Selama kegiatan PKN, penulis melakukan pengamatan dengan melibatkan 

dua pegawai bidang akuntansi yaitu kepada pembimbing lapangan dan juga 

fasilitator di bidang akuntansi. Hasil dari observasi yang telah dilakukan terkait 

SIPD yaitu SIPD memiliki keunggulan dalam hal integrasi data serta 

kemampuannya dalam menghasilkan laporan keuangan daerah secara 

terstandarisasi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan 

beberapa kendala teknis, seperti hal nya sistem yang sering error atau gangguan 

pada saat digunakan. Hal ini disebabkan ketika semua OPD di setiap daerah 

menggunakan sistem secara ersamaan untuk kegiatan operasional kantor. Oleh 

karena itu, dalam kondisi ini sistem BIPA4 digunakan secara alternatif sementara 

agar proses pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan.  
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Ditinjau dari aspek efektivitas, penggunaan SIPD dinilai cukup efektif 

dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan daerah karena sistem ini 

mampu mengintegrasikan data keuangan dari berbagai SKPD dalam satu 

platform yang terpusat. Hal ini dapat mempermudah proses penyusunan laporan 

keuangan serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. Namun jika dari sisi efisiensi, penggunaan SIPD masih menghadapi 

beberapa kendala, seperti server error, beberapa pegawai yang masih belum 

sepenuhnya paham terkait implementasi dikarenakan modul yang digunakan di 

SIPD berbeda dengan sistem internal yang sudah lama digunakan oleh BPKAD 

Kabupaten Banyuwangi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD pada 

Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi telah berjalan sebagai sistem 

utama  secara efektif dalam mendukung pengelolaan maupun penyusunan laporan 

keuangan daerah, namun masih memerlukan dukungan dari sistem lain serta 

penyesuaian penggunaannya agar dapat berjalan secara lebih optimal. 

4.4.2 Hasil Observasi Implementasi Peggunaan Sistem BIPA4 pada Bidang 

Akuntansi BPKAD 

Selain sistem SIPD, Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi 

juga masih menggunakan sistem BIPA4 sebagai sistem pendukung dalam proses 

pengolahan data keuangan daerah. Sistem BIPA4 merupakan sistem internal yang 

dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membantu proses 

pengelolaan, perencanaan, pencatatan akuntansi, serta pengelolaan aset daerah. 

Sistem daerah ini tetap digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

meskipun SIPD telah digunakan sebagai sistem utama sejak tahun 2021.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan Praktik Kerja 

Nyata, sistem BIPA4 masih digunakan secara beriringan dengan SIPD dalam 

kegiatan operasional pada Bidang Akuntansi, seluruh kegiatan masih menggunakan 

sistem BIPA4 salah satunya dalam proses pengecekan data transaksi keuangan 

sebagai sistem pendukung dalam beberapa proses pengolahan data keuangan 

daerah. Laporan keuangan dari kedua sistem nantinya akan di bandingkan untuk 

memastikan kesesuaian data antara kedua sistem tersebut dengan memastikan 

bahwa data laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kesesuaian serta tidak 
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terdapat perbedaan yang siginifikan. 

Sistem BIPA4 lebih sering digunakan oleh pegawai BPKAD dalam semua 

kegiatan operasional dikarenakan modul yang digunakan sangat familiar, 

kemudahan input transaksi dan juga dapat dengan mudah diakses oleh seluruh 

pegawai kantor BPKAD. Berdasarkan hasil observasi dengan beberapa pegawai di 

bidang akuntansi, dapat disimpulkan  bahwa sistem BIPA4 ini lebih fleksibel 

digunakan untuk melakukan kegiatan operasional dikarenakan sistem BIPA4 ini 

telah lama digunakan oleh pegawai sebelum ditetapkannya penggunaan SIPD 

secara nasional. Selain itu jika terdapat kendala pada sistem ini, pegawai BPKAD 

bisa langsung konfirmasi kepada kominfo untuk dilakukan pengecekan server yang 

sedang bermasalah atau terjadi sistem error. 

4.5 Efektivitas Sistem SIPD dan BIPA4 

 Berdasarkan hasil observasi dibidang akuntansi BPKAD Kabupaten 

Banyuwangi, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan 

aplikasi BIPA4 dinilai memiliki efektivitas yang berbeda dalam mendukung 

pengelolaan keuangan daerah. SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam proses 

pencatatan dan penyusunan laporan keuangan daerah karena memiliki sistem yang 

terintegrasi antar SKPD serta sesuai dengan standar pemerintah pusat. Dengan 

adanya integrasi tersebut, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih 

terarah dan terstandarisasi. 

 Namun demikian, efektivitas penggunaan SIPD masih belum sepenuhnya 

optimal karena masih ditemukan kendala berupa gangguan sistem atau error yang 

dapat menghambat proses penginputan data. Dalam kondisi tersebut, BIPA4 masih 

digunakan sebagai sistem pendukung agar kegiatan operasional tetap dapat 

berjalan. Penggunaan kedua sistem secara bersamaan menyebabkan adanya 

pengecekan ulang data dan duplikasi pekerjaan sehingga efisiensi kerja belum 

optimal. 

 Sementara itu, BIPA4 digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, 

biasanya digunakan dalam proses pengecekan, pengolahan, dan verifikasi data 

keuangan. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan BIPA4 dinilai lebih mudah 

dipahami oleh seluruh OPD di Kabupaten Banyuwangi karena telah digunakan 

dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga pengguna lebih familiar terhadap 
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sistem tersebut. Selain itu, proses penginputan dan pengolahan data menggunakan 

BIPA4 dinilai lebih cepat sehingga membantu mempercepat penyelesaian 

pekerjaan. 

4.6 Perbandingan Sistem SIPD dan BIPA4 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama pelaksanaan Praktik 

Kerja Nyata pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi, penggunaan 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem BIPA4 memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan dalam mendukung proses pencatatan serta 

pelaporan keuangan daerah. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, 

seperti pengembang sistem, fitur dan fungsi utama, serta peran dalam pengelolaan 

keuangan daerah. 

SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat 

mealalui Kementerian Dalam Negeri dan digunakan secara nasional oleh seluruh 

pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Sistem ini dirancang untuk 

mengintegrasikan berbagai data pemerintahan daerah sehingga pengelolaan 

keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih terstruktur, transparan, dan 

akuntabel. SIPD dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara 

nasional sehingga data yang dihasilkan dapat terstandarisasi dan terintegrasi dengan 

pemerintah pusat. Dalam pelaksanaanya di BPKAD Kabupaten Banyuwangi, SIPD 

digunakan sebagai sistem utama dalam proses pencatatan transaksi serta 

penyusunan laporan keuangan daerah. Penggunaan sistem SIPD tidak selalu 

berjalan dengan optimal, seperti ketika SIPD mengalami gangguan atau error, maka 

proses penginputan data transaksi keuangan tidak dapat dilakukan secara langsung 

melalui sistem tersebut. Dalam kondisi demikian, pegawai biasanya melakukan 

penginputan data melalui sistem BIPA4 sebagai alternatif sementara. 

Penggunaan sistem BIPA4 sebagai sistem alternatif ini bertujuan untuk 

menjaga kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah agar tidak terhambat oleh 

kendala teknis pada sistem SIPD. Data yang telah diinput melalui sistem BIPA4 

kemudian akan disesuaikan kembali dengan sistem SIPD setelah sistem tersebut 

kembali berfungsi dengan normal. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa sistem 

BIPA4 masih memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan operasional, 

terutama dalam kondisi tertentu. SIPD tetap digunakan sebagai sistem utama, 
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sedangkan BIPA4 digunakan sebagai sistem pendukung. Untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan antara kedua sistem tersebut, 

berikut disajikan tabel perbandingan antara sistem  SIPD dan BIPA4: 

Tabel 4. 3 Perbandingan Sistem SIPD dan BIPA4 

No. 
Aspek 

Penilaian 

Sistem Informasi Akuntansi 
Analisis Komparatif 

SIPD BIPA4 

1. Implementasi 

sistem 

Digunakan 

sebagai sistem 

utama dalam 

pencatatan dan 

pelaporan 

keuangan 

daerah sesuai 

dengan 

kebijakan 

pemerintah 

pusat 

Digunakan 

sebagai sistem 

pendukung / 

alternatif 

dalam 

pencatatam 

dan pelaporan 

keuangan 

daerah 

SIPD menjadi sistem 

utama sesuai dengan 

kebijakan pemerintah 

pusat, sedangkan  

BIPA4 berperan 

sebagai sistem 

pendukung 

2. Fitur sistem Terintegrasi 

dengan modul 

keuangan 

pemerintah 

pusat 

Memiliki fitur 

yang lebih 

fleksibel 

disesuaikan 

dengan 

kebutuhan 

daerah 

SIPD unggul dalam 

integrasi, BIPA4 

unggul dalam 

penyesuaian dan 

modul yang lengkap 

3. Fungsi 

sistem 

Mendukung 

seluruh proses 

pegelolaan 

daerah tetapi 

masih butuh 

penyesuaian 

Mendukung 

seluruh proses 

pegelolaan 

daerah 

Kedua sistem 

memiliki fungsi yang 

saling melengkapi 

dalam pengelolaan 

keuangan daerah  
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No. 
Aspek 

Penilaian 

Sistem Informasi Akuntansi 
Analisis Komparatif 

SIPD BIPA4 

4. Fleksibilitas 

sistem 

Terbatas 

(mengikuti 

aturan pusat) 

Lebih 

fleksibel 

BIPA4 lebih fleksibel 

dalam penyesuaian 

kebutuhan operasional 

5. Efektivitas 

sistem 

Efektif dalam 

dalam pelaporan 

keuangan yang 

terintegrasi 

Efektif dalam 

kegiatan 

operasional 

serta sebagai 

alternatif saat 

SIPD sering 

error 

SIPD unggul dalam 

efektivitas pelaporan, 

sedangkan BIPA4 

efektif dalam 

mendukung 

operasional sehari-

hari. 

6.  Kendala 

sistem 

Sering 

mengalami 

sistem error atau 

gangguan server 

yang 

menghambat 

proses posting 

dan penginputan 

data 

Tidak 

terintegrasi 

secara 

nasional / 

terbatas pada 

lingkup daerah 

SIPD memiliki 

kendala teknis, 

sedangkan BIPA4 

memiliki keterbatasan 

dalam integrasi sistem 

 

Berdasarkan hasil dari analisis komparatif pada tabel diatas, dapat diketahui 

bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem 

BIPA4 pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan seperti modul yang digunakan disetiap sistem, 

jika di SIPD modul yang bisa diakses hanya modul untuk bidang akuntansi, 

sedangkan di sistem BIPA4 modul yang bisa diakses semua mulai dari 

penatausahaan, anggaran, akuntansi dan juga bagian aset.  

SIPD memiliki keunggulan dalam integrasi langsung dengan pusat serta 

kemampuannya dalam menghasilkan laporan keuangan secara terstandarisasi, 

namun memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi sehingga sering mengalami 
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kendala teknis dikarenakan yang menggunakan sistem tersebut seluruh 

pemerintahan di Indonesia. Sementara itu, sistem BIPA4 memiliki keunggulan 

dalam kemudahan penggunaan dan fleksibilitas sistem, sehingga lebih efektif 

digunakan dalam mendukung kegiatan operasional kantor serta sebagai alternatif 

ketika SIPD mengalami gangguan sistem. 

Dengan demikian, kedua sistem tersebut memiliki peran yang saling 

melengkapi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah pada Bidang 

Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi. 

4.7 Pembahasan Permasalahan 

Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan hasil analisis komparatif 

yang telah dilakukan pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi, 

penggunaan Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem BIPA4 menunjukkan 

adanya keterikaitan yang erat dalam mendukung proses pengelolaan keuangan 

daerah. Kedua sistem tersebut digunakan dalam  kegiatan operasional sehari-hari, 

sehingga memiliki peran yang saling melengkapi dalam penggunaannya. Adapun 

beberapa permasalahan yang dapat dilihat selama penulis melaksanakan kegiatan 

Praktik Kerja Nyata, yakni : 

1. Seluruh OPD yang ada di Kabupaten Banyuwangi kurang paham dalam 

menggunakan SIPD secara penuh 

Pemahaman pengguna terhadap penggunaan SIPD pada seluruh OPD 

di Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal sehingga dalam 

pelaksanaannya masih diperlukan pendampingan dan penyesuaian 

dalam pengoperasian sistem. 

2. Gangguan sistem pada SIPD 

SIPD masih sering mengalami gangguan sistem atau error yang 

menyebabkan proses penginputan, pengolahan, dan pencatatan data 

keuangan menjadi terhambat. Kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan 

tidak dapat diselesaikan secara maksimal. 

3. Keterbatasan sistem BIPA4  

Sistem BIPA4 belum terintegrasi secara nasional dan tidak terintegrasi 

juga dengan sistem SIPD sehingga penggunaannnya masih terbatas 

pada lingkup daerah. Selain itu, beberapa komponen laporan keuangan 
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pada BIPA4 belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan standar 

pelaporan pemerinyah daerah. 

4. Duplikasi Pekerjaan antara Sistem SIPD dan BIPA4  

Penggunaan SIPD dan BIPA4 secara bersamaan menyebabkan adanya 

dyplikasi pekerjaan dan penyesuaian data antara dua sistem karena 

BIPA4 tidak terintegrasi dengan sistem SIPD.  

4.8 Rekomendasi atas Permasalahan 

Berdasarkan pembahasan permasalahan yang telah diidentifikasi pada 

pembahasan sebelumnya, maka diperlukan beberapa rekomendasi yang dapat 

mendukung optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan 

keuangan daerah pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi. Adapun 

beberapa rekomendasi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui pelatihan dan 

pendampingan secara berkala. Hal ini sesuai dengan teori sistem informasi 

akuntansi dalam Bab II yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi 

sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengguna dalam 

mengoperasikan sistem yang digunakan tersebut (perceived ease of use). 

Dengan adanya peningkatan pemahaman pengguna, diharapkan kendala 

dalam penggunaan SIPD dapat diminimalkan. 

2. Peningkatan koordinasi dengan pihak pengelola SIPD di tingkat pusat 

terkait dengan penanganan kendala teknis seperti sering terjadi sistem error 

atau gangguan sistem. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan stabilitas 

sistem sehingga proses pencatatan dan pelaporan keuangan daerah dapat 

berjalan secara lebih lancar. Rekomendasi ini sejalan dengan konsep 

kualitas sistem (system quality) dalam teori sistem informasi yang 

menekankan pentingnya kendala sistem. 

3. Pemanfaatan sistem BIPA4 sebagai sistem pendukung secara terkontrol, 

khususnya dalam kondisi tertentu seperti ketika sistem SIPD mengalami 

gangguan. Akan tetapi, perlu dilakukan pengembangan dan integrasi sistem 

BIPA4 dengan SIPD agar proses pengelolaan keuangan dan sinkronasi data 
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keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif serta meminimalkan terjadinya 

selisih data laporan keuangan antara dua sistem. 

4. Peningkatan Koordinasi dan Rekonsiliasi Data 

Perlu dilakukan pengecekan dan rekonsiliasi data secara berkala antara 

sistem SIPD dan BIPA4 untuk meminimalkan sesilih data serta mengurangi 

duplikasi pekerjaan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Dengan adanya rekomendasi diatas, diharapkan implementasi sistem SIPD 

dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi di BPKAD Kabupaten Banyuwangi dapat 

berjalan secara optimal serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 
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BAB 5 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dari observasi dan analisis selama Praktik Kerja Nyata 

dilakukan pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten Banyuwangi, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Implementasi SIPD dan BIPA4 pada Bidang Akuntansi BPKAD Kabupaten 

Banyuwangi dilakukan secara bersamaan dalam mendukung pengelolaan keuangan 

daerah. SIPD digunakan sebagai sistem utama dalam proses pencatatan dan 

pelaporan keuangan daerah karena telah terintegrasi secara nasional sesuai 

ketentuan pemerintah pusat. Sementara itu, BIPA4 digunakan dalam kegiatan 

operasional sehari-hari seperti pengecekan, pengolahan, dan verifikasi data 

keuangan. 

2. Berdasarkan hasil analisis komparatif, SIPD dan BIPA4 memiliki perbedaan 

fitur dan fungsi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Dari segi fitur 

dan fungsi, SIPD lebih difokuskan setiap pegawai hanya bisa login sesuai dengan 

bidang pekerjaannya, seperti di akuntansi, anggaran, pengelolaan, dan aset. 

Sedangkan BIPA4 semua pegawai dapat mengakses semua fitur dalam satu sistem. 

3. Berdasarkan hasil analisis komparatif, SIPD dan BIPA4 memiliki tingkat 

efektivitas yang berbeda sesuai dengan fungsi penggunaannya. SIPD lebih efektif 

dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah karena sistem telah 

terintegrasi antar SKPD dan sesuai standar pemerintah pusat. Sedangkan BIPA4 

lebih efektif dalam mendukung kegiatan operasional karena lebih mudah digunakan 

dan membantu mempercepat proses pekerjaan. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara 

A. Kepada Pegawai BPKAD Kabupaten Banyuwangi Bidang Akuntansi 

1. Bagaimana implementasi SIPD pada Bidang Akuntansi BPKAD 

dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah?  

2. Apakah penggunaan SIPD tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 

dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 

3. Apakah sistem BIPA4 dan SIPD digunakan secara bersamaan 

dalam kegiatan sehari-hari? Jika iya, bagaimana ya mbak alur 

penggunaannya? 

4. Apakah ada perbedaan antara sistem BIPA4 dan SIPD mbak?  

B. Kepada Fasilitator BPKAD Kabupaten Banyuwangi Bidang Akuntansi 

(Mbak Anindya) 

1. Apakah penggunaan SIPD sudah efektif dalam mendukung 

penyusunan laporan keuangan? 

2. Bagaimana efektivitas penggunaan sistem BIPA4 dalam 

mendukung kegiatan operasional kantor? 

3. Sistem mana yang lebih efisien dalam pengelolaan keuangan 

daerah? 

4. Apa saja kendala yang sering terjadi antara dua sistem ketika 

digunakan? dan solusinya apa? 
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Lampiran 2 Hasil Wawancara 

A. Pegawai BPKAD Kabupaten Banyuwangi Bidang Akuntansi (Mbak 

Elmi) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Elmi di Bidang Akuntansi 

BPKAD Kab. Banyuwangi 

Penulis: “Bagaimana implementasi SIPD pada Bidang Akuntansi BPKAD dalam 

pencatatan dan pelaporan keuangan daerah?” 

Mbak Elmi: “SIPD saat ini sudah digunakan sebagai sistem utama dalam pencatatan 

dan pelaporan keuangan daerah, mulai dari input transaksi sampai 

dengan penyusunan laporan keuangan. Tapi BIPA4 juga masih 

digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, terutama dalam 

membantu pengecekan data dan pengolahan informasi keuangan. Jadi di 

BPKAD ini masih menggunakan dua sistem secara bersamaan, karena 

SIPD sama BIPA4 ini sistem yang saling melengkapi.” 

Penulis: “Apakah penggunaan SIPD tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam 

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019?” 

Mbak Elmi: “Sudah sesuai dan mengikuti peraturan sejak ditetapkannya 

Permendagri bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan menggunakan 

sistem SIPD karena sudah terintegrasi langsung dengan pusat dan 

digunakan sebagai sistem utama sejak 2021. Namun SIPD masih belum 

optimal penggunaannya karena kita masih butuh pendekatan atau 

pemahaman lebih terkait penggunaan sistem SIPD, sistem SIPD sangat 

berbeda dengan sistem BIPA4 yang sudah lama digunakan sebelum 

diterapkannya SIPD, dan SIPD ini masih sering mengalami gangguan 

sistem.” 

Penulis: “Apakah sistem BIPA4 dan SIPD digunakan secara bersamaan dalam 

kegiatan sehari-hari? Jika iya, bagaimana ya mbak alur penggunaannya? 

Mbak Elmi: “Iya masih, karena kan SIPD ini masih sering terjadi gangguan sistem 

dan digunakan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia yang akses. 

BIPA4 diguunakan sebagai alternatif ketika SIPD error. Modul BIPA4 

juga sangat mudah digunakan karena lebih lama digunakan di sini. Alur 

penggunaannya biasanya penginputan transaksi dulu di sistem SIPD, nah 
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kalau terjadi error seperti contoh waktu tahun lalu ketika mau tutup buku 

itu harus melakukan pembayaran, SIPD error karena banyak nya yang 

mengakses, jadi dialihkan menggunakan sistem BIPA4.” 

Penulis: “Apakah ada perbedaan antara sistem BIPA4 dan SIPD mbak?” 

Mbak Elmi: “Banyak perbedaan antara sistem SIPD dan BIPA4, contohnya di 

modul utama, kalo di SIPD yang bisa mengakses hanya yang punya NIP 

dan hanya Bidang Akuntansi aja, nah sedangkan BIPA4 semua modul 

dapat di akses dengan semua pegawai, seperti milik penatausahaan, 

anggaran hingga bidang aset. Jadi jika ada info yang ingin dirubah di 

BIPA4 itu semua bisa membantu. Fitur di SIPD juga sangat berbeda 

dengan BIPA4, maka harus dilakukan pemahaman lebih untuk dapat 

mengakses nya.” 

B. Fasilitator BPKAD Kabupaten Banyuwangi Bidang Akuntansi (Mbak 

Anindya) 

Penulis: “Apakah penggunaan SIPD sudah efektif dalam mendukung penyusunan 

laporan keuangan?” 

Mbak Anindya: “SIPD sudah cukup efektif dalam mendukung penyusunan laporan 

keuangan daerah, dikarenakan SIPD sudah terintegrasi dengan pusat, 

seperti data dari berbagai SKPD sehingga proses penyusunan laporan 

keuangan menjadi lebih terstruktur dan terpusat. Terkait efektivitas 

masih belum sepenuhnya optimal karena masih sering terjadi kendala 

dalam penggunaan sistem, seperti error atau gangguan yang dapat 

menghambat proses kerja. Selain itu kita masih harus sering melakukan 

pengecekan data menggunakan sistem BIPA4 guna memastikan 

keakuratan data, karena jika SIPD tidak diakses maka pekerjaan 

dialihkan dengan menggunakan sistem BIPA4.” 

Penulis: “Bagaimana efektivitas penggunaan sistem BIPA4 dalam mendukung 

kegiatan operasional kantor?” 

Mbak Anindya: “Penggunaan sistem BIPA4 cukup efektif dalam melakukan 

kegiatan operasional di Bidang Akuntansi, karena sistem ini mudah 

digunakan dan sudah familiar bagi para pegawai, sehingga dapat 

mempermudah dalam proses pencatatan, pengolahan, dan pengecekan 
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data keuangan. Fitur dan modul yang ada di BIPA4 juga dapat diakses 

dalam satu sistem. Misal kita butuh data dari Bidang Anggaran jadi kita 

bisa akses langsung di modul Anggaran. 

Penulis: “Sistem mana yang lebih efisien dalam pengelolaan keuangan daerah?” 

Mbak Anindya: “Jika dilihat dari sisi sistem, SIPD lebih efisien karena sudah 

terintegrasi secara nasional, sehingga dapat langsung digunakan untuk 

penyusunan laporan keuangan daerah. Proses pelaporan nya menjadi 

lebih terstruktur dan tidak perlu dilakukan secara terpisah. Jika dilihat 

dari praktik sehari-hari, sistem BIPA4 justru dirasa lebih efisien karena 

lebih mudah penggunaannya, selain itu proses pengolahan data di sistem 

BIPA4 cenderung lebih cepat, terutama untuk kegiatan operasional. Para 

pegawai juga sudah terbiasa dan familiar dalam menggunakan fitur-fitur 

di sistem BIPA4, sehingga tidak perlu penyesuaian dalam 

penggunaannya. SIPD juga lebih efisien dalam jangka panjang karena 

mampu mengintegrasikan seluruh data keuangan secara terpusat, namun 

dalam praktiknya efisiensi SIPD masih belum atau kurang optimal 

karena adanya kendala teknis. Maka dari itu sistem BIPA4 masih 

digunakan untuk mendukung sistem SIPD. Kesimpulannya sistem 

BIPA4 itu efisien ketika digunakan dalam sehari-hari, sedangkan SIPD 

lebih efisien dalam hal integrasi dan pelaporan keuangan secara 

menyeluruh. Penggunaan kedua sistem secara bersamaan menunjukkan 

bahwa efisiensi kerja masih perlu ditingkatkan.” 

Penulis: “Apa saja kendala yang sering terjadi antara dua sistem ketika digunakan? 

dan solusinya apa?” 

Mbak Anindya: “Kendala yang sering terjadi ketika sistem BIPA4 dan SIPD 

digunakan secara bersamaan yaitu ketika ada perbedaan data atau selisih 

antara kedua sistem, sehingga perlu adanya pengecekan ulang. Misal 

ketika kita cek laporan keuangan RSUD Genteng dari sistem BIPA4 dan 

SIPD dan terdapat selisih, maka kita harus cari apa yang membuat terjadi 

selisih data, setelah ketemu ternyata hanya berbeda di nama akun. Kalo 

di BIPA4 itu 2 akun jadi satu, sedangkan di SIPD ternyata akun nya itu 

dirinci jadi dua subjek. Kendala lainnya kita harus duplikasi pekerjaan 
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karena data harus kita cek kembali menggunakan BIPA4 untuk 

memastikan keakuratan ketika kita input di sistem SIPD. Hal ini yang 

menyebabkan proses kerja menjadi lebih lama dan kurang efisien. 

Langkah yang dilakukan kita biasanya melakukan rekonsiliasi atau 

pengecekan secara berkala antara SIPD dan BIPA4 untuk meminimalisir 

selisih data. Ketika SIPD mengalami gangguan, maka dari penginputan 

data, terutama pemabayaran seperti tahun lalu, dilakukan terlebih dahulu 

dengan menggunakan BIPA4 agar kegiatan operasional tetap berjalan. 

Seteah sistem SIPD kembali normal, data tersebut kemudian disesuaikan 

kembali agar tetap sinkron antara kedua sistem.” 
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Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Nyata 

 

Gambar 5. 1 Melakukan Pengecekan CALK Antara Sistem SIPD dan BIPA4 

 

Gambar 5. 2 Menginput data pembayaran utang obat rumah sakit 

 

Gambar 5. 3 Melakukan identifikasi selisih LRA Belanja dan Pendapatan 
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Lampiran 4 Bukti Sistem 

 

Gambar 6. 1 Menu Utama Sistem SIPD 

 

 

Gambar 6. 2 Menu Utama Sistem BIPA4 
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Lampiran 5 Laporan Keuangan 

Laporan Realisasi Anggaran SIPD 
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Laporan Reaalisasi BIPA4 
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Laporan Operasional SIPD 
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Laporan Operasional BIPA4 
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Laporan Perubahan Ekuitas SIPD  
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Laporan Perubahan Ekuitas BIPA4 
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Laporan Arus Kas SIPD 
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Neraca SIPD 
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Neraca BIPA4 
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Lampiran 6 Photo Copy Kartu konsultasi dan bimbingan PKN Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jember. 
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Lampiran 7 Bukti Logbook Kegiatan 
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